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Motto dan Persembahan 
 

Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil 

dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang 

buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah 

orang-orang yang zalim.  ( Q : 49 : 11 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Kupersembahkan untuk : 
 Papa dan Mama ku tercinta 
 Ayunda ku tersayang 
 Para pendidik ku 
 Sahabat sahabat ku  
 Almamater 
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ABSTRAK 

PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  TERHADAP  PELAKU 

PENCEMARAN  NAMA  BAIK  MELALUI  MEDIA  SOSIAL                      

 
Oleh: 

 
Muhammad Zaky 
NIM : 502017257 

 
 

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik 
melalui Media sosial merupakan penerapan hukum pidana yang berlandaskan kepada 
pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khusus (lex 
spesialis) sebagai dasar hukum dan pertimbangan hukum untuk menerapkan sanksi 
terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial facebook. Sanksi  hukum  
bagi pelaku  pencemaran  nama  baik  yang  dilakukan  melalui media sosial di pidana 
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 

  Hambatan-hambatan Penerapan Pidana terhadap pelaku pencemaran 
nama baik melalui Media Sosial untuk menentukan pelaku pencemaran nama baik 
melalui media sosial yaitu dari segi penegakan hukum yang bergantung terhadap 
pembuktian pidana sebagai batasan berlakunya norma hukum. Masih terdapat 
beberapa hambatan untuk menentukan perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana 
yang diberlakukan terhadap  pelaku  sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan 
hukum. Kendala pembuktian pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui 
media sosial dalam hal mendapatkan informasi sebagai faktor-faktor penghambat 
penegakan hukum. 
  

 
 
Kata Kunci : Pidana, Pelaku, pencemaran,media, sosial. 
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BAB I  
 

PENDAHULUAN 
 
 
A.   Latar Belakang 
 
  Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Negara 

Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas 

kekuasaan belaka  (machtsstaat).  Hal  itu  berarti  bahwa  Republik  

Indonesia  ialah  negara hukum  yang  demokratis  berdasarkan  Pancasila  

dan  Undang-undang  Dasar 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan 

menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum 

dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya.1 

  Indonesia sebagai Negara demokrasi menjamin hak kemerdekan 

berbicara berekspresi dan kemerdekaan pers. Ketetapan untuk itu telah 

ditempuh negara lewat TAP MPR No. 17 tentang Hak Asasi Manusia yang 

selanjutnya dipertegas oleh konstitusi Republik Indonesia melalui 

amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian 

kemerdekaan pers tertuang dalam Pasal 28 E ayat (2) Undang-Undang Dasar 

1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan 

menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati 

 
  1 M Karjadi & R Soesilo. 2014.  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  
Pidana dengan 
Penjelasan Resmi dan Komentar,  Bogor, Politeia,  h. 8 
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nuraninya”.  Selanjutnya Pasal 28  F Undang-Undang  Dasar  1945  secara 

tegas menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak berkomunikasi dan 

memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan 

sosialnya serta berhak untuk  mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 

mengolah dan menyampaikan informasi dengan mengunakan segala jenis 

saluran yang tersedia”. Disamping itu Pasal 28 G ayat (1) amandemen 

Undang-Undang Dasar 1945 juga mengetur sebagai berikut: “Setiap orang 

berhak atas perlindungan diri peribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan 

harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta  berhak  atas  rasa  aman  

dan  perlindungan  dari ancaman  ketakutan  untuk berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu yang merupakan hak asasi”. 

  Kebebasan atau kemerdekaan berekspresi dan berpendapat dijamin 

oleh hukum demi menjaga kepentingan publik itu sendiri terlepas apakah 

ada hukum positif yang mengaturnya atau tidak, dalam prakteknya hal ini 

terbukti dengan adanya mekanisme dan keterbatasan bagi setiap media untuk 

dapat diakses oleh publik secara bertanggungjawab. 

  Perkembangan  internet  di Indonesia  memang  tidak  terduga  

sebelumnya, teknologi informasi dan komunikasi telah megubah perilaku 

dan pola pikir masyarakat secara global serta menyebabkan perubahan sosial, 

budaya, ekonomi, dan pola penegakana hukum yang berlangsung sedemikian 

cepat. beberapa  tahun yang lalu internet hanya di kenal oleh beberapa orang 
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saja. Tetapi saat ini media internet di Indonesia berkembangan sangat pesat 

dan tidak mempunyai peraturan hukum, seseorang dapat saja dengan mudah 

menghujat, mencaci dan merusak nama baik pihak lain tanpa takut adanya 

tindakan hukum, oleh karena itu pemerintah  telah  membuat  dan  

menetapkan  peraturan  hukum  yang  mengatur tentang informasi dan 

transaksi elektronik dalam suatu bentuk perundangan- undangan, yaitu 

undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. Salah  satu  penyalahgunaan  internet  adalah pencemaran  nama  

baik  yang dilakukan oleh seseorang terhadap pihak lain. Hal atau keadaan 

yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan 

merupakan penistaan(smaad) atau pencemaran nama baik apabila dalam 

keadaan itu adalah tidak  benar  bagi  pihak  yang  menjadi  korban,  baik  itu  

merupakan  kerusakan reputasi ataupun yang membawa kerugian materil 

bagi pihak korban.   

  Publikasi atau komunikasi tentang diri pihak lain dapat dikatakan 

pencemaran nama baik atau penistaan, baik dilakukan dengan kata kata atau 

tulisan yang terang-terangan maupun dengan bentuk yang tersembunyi 

namun mengandung konotasi merusak reputasi seseorang. Dilihat dari 

KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau 

penistaan terhadap seseorang yang dilakukan dengan cara menuduh 

seseorang melakukan perbuatan tertentu untuk diketahui orang banyak.  

  Pada dasarnya, tindak pidana penistaan, penghinaan atau pencemaran 
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nama baik merupakan delik aduan yang diatur dalam KUHP dan beberapa 

perundang- undangan lain yang juga memuat ketentuan penistaan, 

penghinaan maupun pencemaran nama baik dalam beberapa pasalnya 

seperti Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta 

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

  Tindak pidana penistaan (smaad) oleh pasal 310 KUHP dirumuskan 

sebagai dengan  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  orang  

dengan  jalan menuduh  dia  melakukan  suatu  perbuatan  tertentu  

(beepaldfeit)  dengan  tujuan yang nyata (kennelijk doel) untuk menyiarkan 

tuduhan itu kepada khalayak ramai (ruchtbaarheid  geven).  Selanjutnya,  

disebut  suatu  perbuatan  berupa  dengan sengaja menyerang kehormatan 

atau nama baik orang, sedangkan kata-kata selanjutnya dapat dianggap 

merupakan pengkhususan atau sifat dari tindak pidana penistaan.2  

Pemberlakuan pasal penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  yang diatur  

baik  dalam  KUHP  maupun  pada  Undang-Undang  No.11  Tahun  2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektroik sering menjadi sorotan tajam 

praktisi hukum bahkan juga masyarakat, aturan itu dinilai terlalu banyak 

menghambat hak kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat 

dimasyarakat terutama melalui media elektronik, dalam hal ini salah satunya 

 
 2 Wirjono Prodjodikoro. 2012. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia.  Bandung, 
Refika Aditama, h. 97 
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Facebook. Aturan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik  ini 

masih dipertahankan di Indonesia. Alasannya, hasil penghinaan dalam 

wujud pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media 

elektonik dalam hal ini khususnya facebook adalah character assassination 

atau pembunuhan karakter. 

  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dibuat  antara  

lain untuk memberikan semacam hak untuk mengumumkan informasi serta 

sebagai sarana hukum dalam pertanggungjawaban kejahatan pencemaran 

nama baik pada media  elektronik.       

 Pertanggungjawaban  pidana   diartikan   sebagai   perbuatan subjektif yang 

memenuhi  syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Oleh karena 

itu ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi yang  

sangat  penting  dengan  struktur  tindak  pidana,  karena  suatu perbuatan 

dipandang sebagai tindak pidana dan merupakan gambaran penolakan 

masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut 

kemudian dicela. Jadi pertanggungjawaban  pidana  hanya  dapat  terjadi  

setelah  seseorang  melakukan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan 

suatu aturan hukum. 

 Salah satu kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui 

m e d i a  s o s i a l  a t a u  facebook yang  pernah  terjadi  yaitu  pencemaran  

nama  baik  yang  dilakukan  oleh  H A S ( nama disamarkan) pada tanggal 

02 September 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 
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di Jalan SH. Wardoyo Lorong Gading Nomor 860 RT.22 RW 06 Kelurahan 

07 Ulu Kecamatan SU I Palembang atau setidak-tidaknya disuatu tempat 

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang 

melakukan perbuatan, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan 

dan/atau pencemaran nama baik” yang dilakukan dengan cara sebagai 

berikut:  

- Bahwa cara Pelaku melakukan Pelanggaran undang-undang informasi dan 

transaksi elektronik yaitu dengan cara awalnya isteri pelaku yang bernama 

saksi OKTA memiliki hutang kepada korban dan setiap ditagih hutang oleh 

korban saksi OKTA selalu menghindar. Dan kemudian pada tanggal 02 

September 2018 pelaku memposting foto orang sedang joget diacara 

orgenan, kemudian saksi melihat dan membaca bahwa korban mengomentari 

postingan pelaku tersebut dengan kata-kata ”BAYAR utang jangan on sano 

sini kau pacak, di tagih utang byk alasan. trs kau njuk tau jugo samo bini kau 

okta yg cantik ituu sampe kapan ku dak bakal iklas kamu majo duit itu”. 

kemudian pelaku membalas komentar korban tersebut dengan kata-kata “ 

utang kampang kau ee “ dan ” lonte...kampng kau ee..” dan kata kata ” Awak 

Jaht dk ktk malu...” dan juga kata-kata ” Jual nonok kau tu...”. dan Akun Face 

Book milik pelaku tersebut bernama Hidayat Dayat.  
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 Bahwa akibat dari penghinaan tersebut korban merasa tidak senang 

dan malu karena komentar pelaku dengan kata-kata penghinaan tersebut 

dibaca oleh saksi dan orang lain yang berteman dengan pelaku di facebook 

milik pelaku.  

 Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik.  

 Majelis     Hakim     yang     memeriksa    dan     mengadili    perkara    

Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Plg  menjatuhkan putusan dengan amarnya 

antara lain: menyatakan terdakwa Hidayat Amin Bin Sukardi telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya indivasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik dan menghukum terdakwa dengan pidana  

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Amin Bin Sukardi telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja 

Tanpa hak atau melawan hukum mentransemisikan atau membuat dapat 

diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau 

pencemaran nama baik”;  
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2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Hidayat Amin Bin 

Sukardi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda 

sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak 

dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;  

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 

Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan;  

4. Memerintahkan agar terdakwa tetep ditahan;  

5. Menetapkan barang bukti berupa :  

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo V5 warna Gold Dikembalikan kepada 

saksi Mona Maulisa Bin M. Yusuf;  

- 1 (satu) lembar screenshot Facebook atasnama Azka Alvaro Marcello tetap 

terlampir dalam berkas perkara;  

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 

Rp.2000,- (dua ribu rupiah); 3 

  Keberadaan media sosial memberikan pengaruh yang sangat besar 

terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dari contoh kasus di atas 

dapat dilihat bahwa pengaruh media sosial seperti facebook tidak  selalu  

berdampak positif tetapi  juga   bisa   berdampak   negatif.   Untuk   itu  

perlunya  pengawasan  dan penegakan  hukum agar  perilaku  menyimpang  

yang  terjadi dalam penggunaan media sosial facebook dapat teratasi. 

 
 3 Putusan PN Palembang  Nomor : 296/Pid.Sus/ 2019/PN Plg tanggal 14 Februari 2019 
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Undang-Undang ITE memberikan pengaturan dalam bidang informasi 

teknologi terutama dalam ruang lingkup dunia cyber. Walaupun kedudukan 

Undang-Undang  tersebut  sangat  penting  untuk mendukung  lancarnya 

kegiatan transaksi di dunia cyber serta memberikan perlindungan terhadap 

akademisi, namun disamping itu juga memberikan pengawasan terhadap 

perilaku yang berhubungan dengan penyalahgunaan dalam penggunaan ITE 

tersebut. 

  Pengaturan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang ITE 

adalah bagian dari perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Namun 

demkian, pengetahuan  masyarakat  terhadap  aturan  hukum  yang  berlaku  

juga  sangat berperan dalam pencegahan terjadinya suatu perbuatan pidana 

khususnya pencemaran nama baik melalui facebook ini. Sehingga 

diharapkan dengan pengetahuan tersebut menimbulkan rasa kehati-hatian 

dalam berbuat dan tidak akan melakukan suatu perbuatan yang berakibat 

hukum. 

  Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 

meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai “Pertanggungjawaban 

Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial”. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah 

yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :  
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1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran 

nama baik melalui Media Sosial ? 

2 . H a m b a t a n - h a m b a t a n  a p a k a h  y a n g  d i h a d a p i  

d a l a m  penerapan pidana terhadap pelaku  pencemaran nama baik 

melalui Media Sosial ? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Ruang Lingkup penelitian terhadap masalah tersebut akan dititik 

beratkan pada Unsur-unsur Tindak Pidana itu sendiri serta bagaimanakah 

bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik 

melalui Media Sosial, 

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

pencemaran nama baik melalui Media Sosial 

b. Untuk mengetahui hambatan- hambatan penerapan pidana terhadap 

pelaku pencemaran nama baik melalui Media Sosial 

Hasil dari penelitian diharapkan berguna sebagai bahan tambahan informasi 

bagi ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang 

dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater. 

D. Definisi Konseptual 

Sesuai  dengan  judul  yang  diajukan  yaitu  “Pertanggungjawaban 

Pidana Terhadap  Pelaku Pencemaran Nama Baik  Melalui  media sosial 
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(Studi di Pengadilan Negeri Palembang), maka dapat diterangkan defenisi 

operasional penelitian, yaitu: 

1. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap 

pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan 

keadaan yang terlarang. perbuataan disini berhubungan dengan unsur pidana 

yang berhubungan dengan sifat melawan hukum dan menimbulkan kerugian 

terhadap pihak lain. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu 

kewajiban untuk membayar perbuatan pidana yang  akan diterima pelaku dari 

diri seseorang yang telah dirugikan.4 

2. Pelaku adalah subyek hukum yang dapat diminta  pertanggungjawaban 

terhadap suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum. 

3. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan tindak pidana yang 

menyerang kehormatan dan nama   baik  seseorang   yang   mengakibatkan  

timbulnya perasaan malu terhadap seseorang yang menjadi korban perbuatan 

tersebut. Penyerangan  nama  baik  adalah  menyampaikan  suatu  

perkataan/kalimat dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu, 

yang  mengakibatkan rasa harga diri atau martabat seseorang tersebut 

dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.5 

 
4 https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana. diakses 12 

Agustus 2022 Pukul 22.08 wib. 
5 Richard Elyas Christian sirait, August Silaen, Lesson sihotang, “PENEGAKAN 

HUKUM PELAKU DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan 
Nomor:4/Pid.C/2020/PN.TLK). Hukum. Vol.9 No.03, Desember 2020, hal. 219 
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4.  Media sosial (Facebook) adalah suatu wadah informasi elektronik  atau  

sekumpulan data elektronik termasuk didalamnya tulisan, suara, foto dan 

lain sebagainya yang berfungsi  sebagai   komunikasi  jarak   jauh  yang  

menghubungkan suatu pengguna terhadap pengguna lain. ( berdasarkan UU 

No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ) 

E. Metodologi Penelitian 

Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan dalam penulisan skripsi ini, 

terutama yang bersangkut paut dengan permasalahan, maka jenis penelitian 

ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat diskriptif,  yang hanya 

ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis yang berkaitan dengan 

Pencemaran nama baik. 

F. Definisi Operasional 

Kejahatan pencemaran nama baik dapat dituduhkan terhadap pelaku 

apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku mempunyai maksud untuk 

menyiarkan tuduhan tersebut. Pencemaran nama baik  (menista)  

sebenarnya  merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam 

Bab XVI KUHP. Hukum Pidana mengtur penghinaan pada Pasal 310 sampai 

dengan Pasal 321 KUHP 

Penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan 

menggunakan media informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 

27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ancaman pidana yang diatur 
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berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE. Secara spesifik 

penghinaan yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) merupakan perbuatan 

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 

informasi elektronik sehingga dapat diaksesnya dokumen elektronik 

tersebut. Penghinaan atau pencemaran nama baik dimaksudkan sebagai 

perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama 

baik orang tersebut menjadi tercemar atau rusak. 

Unsur  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  yang  

diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE memberikan 

pemahaman mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik. 

G. Sistematika Penulisan 

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 

4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan 

permasalahan,  ruang lingkup sebagai batasan terhadap materi, 

metodologi sebagai metode penelitian yang dipakai penulis dalam 

menulis skripsi ini, dan yang terakhir sistematika penulisan.  

Bab II  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini  berisi paparan tentang kerangka teori permasalahan yang 

akan dibahas dalam skripsi ini. 



14 
 

  
 

Bab III  PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU 

PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL. 

 Bab ini berisikan penjelasan mengenai pembahasan permasalahan 

yang menjelaskan secara normatif atas data yang ada untuk 

kemudian dianalisa. 

Bab IV PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 
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